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ABSTRACT

Fenclian in bergjuan untuk mespeiabn sopoimana penerapan Undong-Lindang nemer 30 rahon 2008 seniang Pojak
Penghusilan pads Kamtor peloyatsn Pajas Procama padang don wiuk mengevalunsi Apakah pethitusgon PFh pazal 21 di KPP projamn
pacdnng teleh sesuni dengan Unclongz-undmg SNomee 36 Tahus 2008, Penclitian ol meomperolel dan data ezl kantor pefavanon pajak
varp berasnl dari pikak pemasabean yate pegawai pegen sipit kaster pelayvanen pajuk et padang.

Erara VDR di peraleh berpa dacn sehamuler vaite, dzxltor penghasilim Karveear, dalior gujs Ke L3, dadlar raped kemyswan, Ssliar
lhanesium karsavwan, perhiiunpan paisk penphasilon posal 21 vang df pungul cizh wajth pojuk selams maso Pajzie. Dendzsarkan analis vz
dilakukan bl pebedane junlals pojak terucang ini cerjndi korenn ketsrhalasnn aplikasi vanp, digemakan, pemakainn 25 pusal 17 dan
be=snmyz penghasilon kena pajuk yeng mongzlonl perulahan, sera pemakoian kemponen yong sehamisrgn tidak dimasukan di dalam
peernisungnn manmal, sehingzn tidek sesest dengan perhifusgan oapak vang seharusnya. Karena jumddah pajsk terutanp yang rdak sesuai
amarn perhitungnn oplikasi dengan perhitungan yang scherarmya secara oasaal. make diaranken Lepada Bantor Pelavanan Pajak Fratama
Padang uituk meinheriinhukon kepadn KPPH 2z menghoockss den owembenarion pengaturan aplikas ferickul sebingga hasil pecbitangan
PP pasal 21 sesuni dengan perhitungon menurns Umnlinge-Undung,
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. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia  merupakan negara  vang  sedang  berkembang.  Untuk
melangkah menjadi negara vang lebih maju, Indenesia perlu meningkatkan
pembangunan diberbagai hidang. Untuk mewujudkan pembangunan  tersehun
diperlukan dana vang cukup hesar schagai svarat mutlak, Salah satu sumber
dana  wvang dapat menunjang scktor pembangunan di Indonesia adalah
penaerimaan pajak.

Pajak menurut Undang - Undang Mo 28 tahun 2007, vang merupakan
peruhahan ketiga dari Undang - Undang Mo 6 tahun 1983 tentanp Ketentuarn
umum dan tats car perpajakon adalah:

* kontribusi walil kepada negara vang terutang olehr orang pribodi atou

badun yang bersifar memaksa berdasarkan wndang — wandang, dengan

fidad mendapaikan imbalan secara langsung dan digemakar wntik
keperiuan negara bagd sebesor - besarva kemaokmuran rakya”

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara dan
bidang perpajakan. Salah satu vpaya wvang dilakukan pemerimiah adalah
membing masyvarakat vang sadar dan  taat akan pajak, wvaitu dengan cara
mewajibkan bagi orang vang telah berpenghasilan memiliki NPWP { Momor
Pokok Wajib Pajak) vang merupakan sarana dalam administrasi perpajakan
vang digunakon sebagai tanda penpgenal diri atau identitas wajib pajak (WP)

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.



Upaya lain yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sadar dan taat

akan pajak adalah mengadakan program “Sunsct Policy™. Program Stmser

Policy ini merupakan amansh ULl KUP No 28 tahun 2007 Pasal 37 A vang

menyatakan :

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas  keterlambatan
pelunasan kekurangan  pajak bagi pemberulan Surat Pemberitahuan
Tahunan (5P vang salah pada pajak penghasilan sebelum tahun 2007,
Don dilakukan paling lama same tahun setelah undang - undang ind

be=pliakn.

Bagi wajib pajak orang pribadi vang sukarela mendaftarkan dirf untuk
memperaleh NPWP paling lama | tahun setelah berlakunva undang —
undang ini, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap
prjak vang tidak atau Kerang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh

NPWP,

Salah satu jenis pajak vang divpayaken pemerinteh untuk ditingkatkan

penerimannya adalah pajak penghasilan, Pajak FPenghasilan (PPh) adalah pajak

vang dipungut atas penghasilan vang diperolch oleh wajib pajak baik orang

pribadi atupun badan. Ketentuan pemungutan pajak penghasilan diatur dalam

Undang — Undang PPh No 7 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhic

dengan Undong — I.Jnd‘a'ng I'Ph Mo 36 tahun 2008,




BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

b

Lid

. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalab Self
Assexment Svstem, dimana  perhitungan  dan pelaporannye dilakukan
sendiri oleh bendahara kantor.

. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang menggunakan aplikasi komputer vang  telah  diator
fangsung oleh Kantor Pelavanan Pembendaharasn Negara (KPPN).

. Hasil perhitungan PPh pasal 21 melalur aplikasi tersebul berbeds dengan
hasil perhitunpgan yang sebenarnva secara manual, perbedaannva terfihat
pada :

a} Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan pegawai KPP Pratama
Padang menimbulkan pajak lebih bavar.

b) Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke- 13 yang dilakukan KPP
Pratama Padang menimbulkan pajak kurang bayar

¢) perhitungan PPh pasal 21 atas rapel gaji yang dilakukan KPP Pratama
Padang menimbulkan pajak kerang bayar,

Perbedaan jumlabh pajak terutang antara aplikasi  dengan perhitungan

scbenamya, diakibatkan karena keterbatasan aplikas, vang kemungkinan

ay
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